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ABSTRAK

Bagian Biro Administrasi Pimpinan merupakan organisasi pemerintahan terletak
di kantor Gubernur Sumatera Utara yang mempunyai tugas utama yaitu melayani
pimpinan, mulai dari menyiapkan materi pimpinan, menyiapkan bahan materi
kegiatan pimpinan dan pelaporan. Namun, dalam pelaksanaan nya masih terdapat
pegawai yang belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik dikarenakan
beban kerja yang cukup banyak dibebankan kepada mereka sehingga dalam
pelaksanaan tugas kurang disiplin dan kurangnya motivasi kerja yang mereka
peroleh dan juga kurangnya kompetensi serta pelatihan-pelatihan yang dibuat.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan
Pelaksanaan Tugas Pegawai di Biro Administrasi Pimpinan beserta faktor
penghambat apa saja dalam pengimplementasiannya. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori Edwards Il yakni Komunikasi, Sumber Daya,
Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penggunaan metode penelitian ini pendekatan
kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa belum
sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, dikarenakan masih terdapat
hambatan-hambatan salah satunya sumber daya manusianya yang sebagian belum
kompeten, dan juga kurangnya diklat-diklat serta sosialisasi tentang pekerjaan di
Biro Administarsi Pimpinan membuat mereka kurang dalam memperoleh
pelatihan-pelatihan sedangkan untuk komunikasi, disposisi, dan sturktur birokrasi
sudah cukup terimplementasikan dengan baik serta permasalahan-permasalahan
kecil mereka mampu mengatasinya.

Kata Kunci : Implementasi, Biro Administrasi Pimpinan, Peraturan Gubernur
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ABSTRAC

The Leadership Administration Bureau is a government organization located in
the North Sumatra Governor's office which has the main task of serving the
leadership, starting from preparing leadership materials, preparing leadership
activity materials and reporting. However, in its implementation there are still
employees who have not fully carried out their duties properly due to a fairly
large workload imposed on them so that in carrying out their duties they lack
discipline and lack of work motivation and also lack of competence and trainings
made. This study aims to determine the implementation of North Sumatra
Governor Regulation No. 29 of 2020 in order to improve the implementation of
employee duties in the Leadership Administration Bureau and what are the
inhibiting factors in its implementation. The theory used in this study is theory of
Edwards Ill, particulary Communication, Resources, Disposition, and
Bureaucratic Structure. The use of this studies approach is a qualitative method
the usage of remark statistics series techniques, in-depth interviews, and
documentation. This investigation revealed that the was not yet fully implemented
due to the still obstacles, one of which is that some of the human resources are not
competent, and also the lack of training and socialization about work in the
Leadership Administration Bureau makes them lacking in obtaining training
while for communication, disposition, and bureaucratic structure have been
implemented quite well and small problems they are able to overcome.

Keyword: Implementation, Head Administration Bureau, Governor’s
Regulation
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi adalah wadah atau tempat yang berisikan sekumpulan orang
yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang di
dalamnya terdapat orang-orang yang melakukan tugas maupun tanggung jawab
berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi sesuai dengan bagian
tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Organisasi Pemerintahan maupun organisasi kerja terdapat para pegawai yang
melaksanakan tugasnya berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang telah
ditetapkan pada instansi. Berdasarkan ketetapan tugas dan fungsi yang telah diatur
dalam melakukan kegiatan maka semakin mudah pula untuk menjalankan dan
menyelesaikan pekerjaan tersebut, dikarenakan sudah mengetahui masing-masing
tugas dan tanggung jawab diberikan.

Organisasi di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara, melakukan tugas,
fungsi, dan deskripsi tugas pegawai pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Utara telah diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan tersebut dimaksud untuk
meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
menjalankan kegiatan atau program disetiap bagian kerja di Biro Administrasi

Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan aturan yang
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telah ditetapkan, para pegawai wajib menjalankan tugas dan bagiannya masing-
masing sesuai dengan uraian tugas yang telah diatur untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

Tugas pada Biro Administrasi Pimpinan sebagaiamana telah diatur dalam
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi,
uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yakni
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi,
monitoring, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan dan
kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan,
keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu perintah daerah dan pimpinan.
Biro Administrasi Pimpinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro mempunyai
uraian tugas yakni: 1) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksana tugas dan
fungsi Biro Administrasi Pimpinan; 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Bagian; 3) Melaksanakan Koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan
jajaran Biro Sekretariat Daerah, perangkat Daerah dan instansi terkait, dalam
rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi
Biro Administrasi Pimpinan; 4) Melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian

pada Biro Administrasi Pimpinan; 5) Melaksanakan bimbingan,
pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran
sumber daya manusia Biro Administrasi Pimpinan; 6) Melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi
Pimpinan; dan 7) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Administrasi. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

yang telah disebutkan di atas, Kepala Biro Administrasi Pimpinan dibantu oleh
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Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Bagian Materi dan
Komunikasi, dan Bagian Protokol.

Adapun uraian tugas masing-masing jabatan struktural dilingkungan Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariatat Daerah Provinsi SumateraUtara antara lain;
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai
uraian tugas; a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; b) Penyelenggaraan
koordinasi, kerjasama dengan kemitraan dengan jajaran Administrasi Pimpinan
dan satuan pelaksanaan lainnya dalam rangka memperlancar dan meningkatkan
pelaksanaan tugas dan fungsi; ¢) Melaksanakan pendistribusian tugas kepada
Kepala Subbagian; d) Melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian Kinerja; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Biro Administrasi Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; f) Melaporkan dan
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan
dan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan deskripsi tugas Kepala Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah dibantu oleh Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, dan Subbagian Tata Usaha.
Kepala Bagian Materi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas Yyaitu; a)
Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Materi
dan Komunikasi Pimpinan; b) Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dan
kemitraan dengan jajaran Administrasi Pimpinan dan satuan pelaksana lainnya

dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelaksana tugas dan fungsi; c)
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Melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala Subbagian; d) Melaksanakan
bimbingan, pembinaan, pengembangan, evaluasi dan penilaian Kkerja; e)
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan
terkait dengan tugas dan fungsi; dan f) Melaporkan dan mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Materi dan Komunikasi. Untuk
melaksanakan uraian tugas tersebut Kepala Bagian Materi dan Komunikasi
Pimpinan dibantu oleh Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan, Subbagian
Komunikasi Pimpinan, dan Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

Kepala Bagian Protokol mempunyai uraian tugas yaitu; a) Melaksanakan
koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Biro Administrasi Pimpinan
dan satuan pelaksana lainnya dalam rangka memperlancar dan meningkatkan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Protokol; b) Melaksanakan pendistribusian
tugas kepada Kepala Subbagian; c) Melaksanakan bimbingan, pembinaan,
pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja; d) Pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan terkait dengan tugas dan
fungsi Bagian protokol; dan e) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Protokol. Untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Kepala Bagian Protokol dibantu oleh Subbagian Acara, Subbagian Tamu,
dan Subbagian Hubungan Keprotokolan.

Uraian tugas yang telah dijabarkan di atas dapat dilihat bahwa luasnya
kewenangan dan tanggung jawab administratif pada Bagian Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, para pelaksananya
diwajibkan dan dituntut untuk menjalankan tugas tersebut sesuai dengan yang

telah di tetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020
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tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumut No. 29 pada tahun
2020, kader dan karyawan pada dasarnya akan melakukan pekerjaan dengan baik
pada Biro Administrasi Pimpinan, namun peneliti melihat masih belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal, mengingat luasnya uraian tugas
dan banyaknya beban kerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing
pegawai di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan. Kualitas sumber daya
manusia (SDM) juga menjadi hal penting dalam membantu mengimplementasikan
kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 dalam
melaksanakan uraian tugas yang telah ditetapkan. Namun, peneliti melihat masih
kurangnya kompetensi sebagian pegawai dalam menjalankan tugasnya, seperti
dalam hal administratif dan terdapat dibagain protokol yang kekurangan
protokoler MC dikarenakan kurangnya pelatihan tentang Keprotokolan.
Kemudian, terdapat pegawai yang tidak mengetahui apa saja tugas dan fungsi
dibagian ia ditempatkan.

Di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan, masing-masing pegawai telah
memiliki uraian tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun
peneliti melihat masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya menjalankan
tugasnya dengan baik dikarenakan beban kerja yang cukup banyak dibebankan
kepada mereka sedemikian rupa sehingga kurang disiplin dan motivasi yang
mereka dapatkan.

Berdasarkan latar belakang pernyataan di atas, penelitian ini berfokus pada

implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document A(l:i:epted 16/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22



Cindy Fadila - Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai

tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Utara dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas pegawai di Biro
Administrasi Pimpinan dengan mengangkat judul penelitian yaitu, “Implementasi
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai di Biro Administrasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi subfokus
penelitian ini adalah:
1 Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29
Tahun 2020 dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai di
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara?
2 Apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 29 Tahun 2020 dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan
Tugas Pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:
1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 dalam Rangka Meningkatkan
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Pelaksanaan Tugas Pegawai di Biro Adpim Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Faktor penghambat Implementasi
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 dalam Rangka
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai di Biro Administrasi Pimpinan

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari melakukan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1 Bagi peneliti

a. Penyelesaian gelar sarjana, merupakan salah satu dari syarat untuk
memperoleh program sarjana prodi Administrai Publik di Fakultas
IlImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

b. Dalam serangkaian kegiatan dan hasil penelitian dapat menambah
wawasan bagi penulis serta melatih penulis dalam mencari jalan keluar
dari suatu masalah.

2. Bagi Lembaga

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
bahan evaluasi pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara pada menginplementasikan kebijakan

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020.
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3. Bagi Akademik
a. Sebagai hasil dari penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangan
gagasan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang llmu Administrasi

Publik.
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, “Implementasi merupakan
proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program
tertentu”. Menurut Edward III dalam Syahruddin (2018:27) menyatakan: bahwa
implementasi  kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara
pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada
kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk
mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu
mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan
dengan sangat baik, bahkan kebijakan yang cenderung di implementasikan dengan
kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.

Usman (2009:70) menyebutkan bahwa implementasi adalah bermuara
pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi
bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai
tujuan kegiatan. Selanjutnya Jones dalam Syahruddin, (2018:28) mengatakan
Implementasi diartikan sebgaia “getting a job done” dan doing a”. tetapi dibalik
kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan

merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun,
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pelaksanaanya, menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana,
uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut resources.

Dari beberapa pandangan mengenai pengertian implementasi berdasarkan
para pakar tadi bisa disimpulkan, implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah
planning yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal mengimplementasikan kebijakan terebut
diperlukan orang sebagai pelaksana kebijakan, uang untuk mendukung proses
implementasi kebijakan, dan kemampuan organisasi serta para pelaksana dalam

melakukan tugas serta tanggungan jawab yang telah diberikan.

2.1.2 Model-Model Implementasi
a. Model Implementasi Merilee S. Grindle
Menurut Merilee S. Grindle dalam Tachjan (2006:55-56) bahwa

keberhasilan  implementasi  ditentukan  oleh  derajat  implementability
(keterlaksanaan) dari kebijakan tersebut yaitu: Content dan Context.
Content of Policy, mencakup:

1. Interest affected

2. Type of benerfits

3. Extent of change envisioned

4. Site of decision making

5. Program implementor

6. Resources committed
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Context of Implementation, mencakup:

1.

2.

3.

Power, interest, and strategies of actors involves
Institution and regime characteristics
Compliance and responsiviness

Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Tachjan (2006:39-40)

mengatakan bahwa, yang disebut sebagai A Model of the Policy Implementation

Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh

beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1.

2.

Standart dan sasaran kebijakan

Sumber daya

Karakteristik organisasi pelaksana

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Sikap para pelaksana

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Model Implementasi George Edward 111

Edward Il dalam Agustiano (2016: 136-141) mengemukakan teori

implementasi kebijakan yang berperspektif top-down dikembangkan oleh George

menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and

Indirect Impact on Inplementation. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh

Edward Ill, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan

implementasi suatu kebijakan yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Aaclpted 16/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22



Cindy Fadila - Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai

1. Komunikasi
Komunikasi merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang
efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang
akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan
dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap
keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditrasnmisikan
(atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu,
kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.
Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para
implementor akan semakain konsisten dalam melaksanakan setiap
kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya
Adapun indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
a. Staf
Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber
daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi
kebijakan salah sautnya disebabkan oleh staf yang tidak kompeten di
bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak
mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam
mengimplementasikan  kebijakan atau melaksanakan tugas yang

diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
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b. Informan

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:
(1) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.
Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat
mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan, dan (2) informasi
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui
apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut
patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat
dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata
publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses
implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti
apa Yyang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk
melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran

dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
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3. Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga
dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika
pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan
tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya

tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi
Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan
tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya
dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu
kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau
terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan
yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika
struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal
ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan

tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki berbagai macam definisi teori yang
dikemukakan menurut para ahli, pandangan mereka tentang definisi kebijakan
publik pastinya memiliki penekanan yang berbeda-beda, mulai dari pendekatan
dan model yang digunakan.

Beberapa konsep kebijakan publik pada dasarnya melihat kebijakan publik

sebagai tujuan untuk memuaskan tuntutan para aktor politik atau dengan kata lain
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dapat dikatakan, bahwa kebijakan publik dipandang sebagai serangkaian
keputusan yang saling berkaitan diambil oleh seseorang atau sekelompok aktor
politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya
dalam situasi di mana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya berada dalam
batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut (Syahruddin,
2018:21).

Nuryanti Mustari (2015:1-2) menurutnya kebijakan publik merupakan
kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya
dengan masyarkat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam
menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang
berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).

Menurut Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) mengatakan bahwa
“kebijakan publik adalah apa pun yang diplih oleh pemerintah untuk dilakukan
atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)”.
Selanjutnya menurut Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan
merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga
pendefinisiannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak
mudah. Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat
apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau
keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017:17) mendefinisikan
kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang

berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.
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Berdasarkan pengertian kebijakan publik menurut para ahli sebelumnya,
dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat aturan yang
ditetapkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) untuk menangani berbagai
masalah yang mempunyai tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat, yang
dimana keputusan-keputusan maupun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
bertujuan untuk menata masyarakatnya dalam berbagai aspek kehidupan,
kebijakan tersebut pastinya memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya
dan apapun keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah

pastinya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

2.2 Proses Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan
menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan
sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara
tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan
secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam
analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu
menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut (Rohman, 2016).

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika diterapkan secara
tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan
menimbulkan permasalahan yang baru. Untuk mengukur dan melihat keberhasilan
implementasi dapat diukur melalui teori dan model pendekatan implementasi

menurut beberapa para ahli.
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2.2.1 Konsep Tugas Pokok

Tugas pokok merupakan suatu tugas anggota organisasi atau pegawai yang
bekerja di suatu instansi menurut tugas pokok dan fungsi yang ditentukan,
berdasarkan skill yang dimilikinya dalam menyelesaikan program kerja yang telah
direncanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada suatu instansi atau organisasi
sangatlah penting dalam memaksimalkan kinerja pegawai sesuai dengan
kompetensi yang dimilikinya, dan penetapan Tupoksi dilaksanakan sesuai dengan
ketetapan yang telah berlaku didalamnya.

Tugas pokok secara umum merupakan suatu kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh anggota organisasi atau staf badan dalam pelaksanaan program
kerja yang direncanakan sesuai dengan peraturan berlaku, dimana merupakan
tanggung jawab, amanat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Sedangkan arti tugas pokok dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2017:1215) adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi
untuk dicapai. Sedangkan menurut Moekijat (2008:11) tugas adalah suatu bagian
atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan
dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.
Tugas pokok menjadi kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan
dengan sangat baik oleh pegawai sesuai dengan uraian tugas yang telah
ditetapkan, seperti halnya uraian tugas yang telah ditetapkan oleh Peraturan

Gubernur Nomor 29 Tahun 2020.
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2.2.2 Uraian Pekerjaan (Job Description)
Menurut Grensing dan Pophal (2006:97) deskripsi pekerjaan adalah
rekaman tertulis mengenai tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Dokumen ini
menunjukan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut dan menguraikan
bagaimana pekerjaan tersebut berhubungan dengan bagian lain dalam perusahaan.

Menurtu Hasibuan (2007: 32) job description adalah gambaran tertulis
yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan
pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.
Apabila deskripsi kerja kurang jelas akan mengakibatkan seorang karyawan
kurang mengetahui tuga dan tanggung jawabnya pada pekerjaan itu,
mengakibatkan pekerjaan tidak tercapai dengan baik. Uraian pekerjaan pada
dasarnya merupakan deskripsi pekerjaan tertulis yang telah ditetapkan sebuah
instansi sebagai acuan para pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan posisi atau jabatan pegawai di suatu instansi.

Seperti halnya, di Biro Administrasi Pimpinan telah mendeskripsikan
uraian tugas para pegawainya melalui Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020
tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan posisi jabatan, bagian, dan sub bagian di lingkungan

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian relavan ini ialah salah satu acuan peneliti dalam menyelesaikan
peneletian dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai
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di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara”

sehingga membantu peneliti untuk memperoleh dan memperbanyak teori yang

digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Peneliti mengangkat penelitian yang

sama tetapi tempat penelitian berbeda dan judul penelitian yang berbeda sebagai

bahan kajian referensi peneliti. Berikut penelitian yang relavan terkait penelitian

peneliti:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Nama/
No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbandingan
Sumber
1. Vivi Implementasi Dalam penelitian ini, | Perbandingannya
Ariska Peraturan bertujuan untuk penelitian ini
(Skripsi, Gubernur mengetahui dengan penelitian
2018) Sumatera Utara implementasi saya yakni
Nomor 32 Tahun | Peraturan Gubernur | terletak pada
2017 Tentang Sumatera Utara lokasi dan
Tugas, Fungsi, Nomor 32 Tahun Peraturan
Uraian Tugas dan | 2017, yang dalam Gubernur yang
Tata Kerja Dalam | pelaksanaanya diteliti,
Rangka kebijakan ini belum | sedangkan
Meningkatkan sesuai dengan tujuan | Persamaan dalam
Pelaksanaan yang diharapakan penelitian ini
Tugas Sekretariat | oleh Gubernur yakni pada tujuan
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di Dinas

Komunikasi dan

Informastika

Provinsi Sumatera

Utara.

Sumatera Utara.
Metode penelitian
ini menggunakan
pendekatan
deskriptif dengan
analisis data
kualitatif, dan dari
hasil penelitian yang
diperoleh bahwa
dalam usaha
pencapaian tujuan
implementasi
kebijakan yang
hendak dicapai
sangat ditentukan
oleh adanya proses
implementasi
kebijakan yang
didukung dengan
adanya sasaran yang
sudah berjalan
dengan baik dan
pelaksanaan tugas

pegawai sudah

penelitian, yang
penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
implemtasi
Peraturan
Gubernur dalam
meningkatkan
pelaksanaan
tugas pegawai
dan persamaan
lainnya pada
penggunaan
metode penelitian

yakni kualitatif.
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sesuai dengan SOP,
serta adanya proses
komunikasi yang
baik yang didukung
dengan struktur
birokrasi yang
memadai.

2. Suharyono | Implementasi Tujuan penelitian Perbandingannya
(Jurnal, Peraturan tersebut yaitu untuk | dengan penelitian
2017) Gubernur No. 34 | menganalisa dampak | ini dan penelitian

Tahun 2010 kebijakan publik saya yakni
Tentang Uraian terhadap efektivitas | terdapat
Tugas dan Fungsi | organisasi pada unit | perbedaan pada
Unit Pelaksana pelaksana teknis tujuan penelitian
Teknis Dinas Dinas Pengelolaan yang dimana
Pengelolaan Keuangan dan Aset | tujaun penelitian
Keuangan dan Kabupaten Serang terdahulu untuk
Aset Daerah Provinsi Banten. menganalisa
Kabupaten Serang | Metode penelitian dampak
ini menggunakan kebijakan publik
pendekatan terhadap
kualitatif. Dengan efektivitas
hasil penelitian yang | organisasi serta
diperoleh yakni perbedaan
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Implementasi
Peraturan Gubernur
No. 34 Tahun 2010
Tentang Uraian
Tugas dan Fungsi
Unit Pelaksana
Teknis Dinas pada
daerah Provinsi
Banten sudah
dijalankan oleh UPT
Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Serang dengan baik,
serta kendala yang
muncul dari sisi
internal dan kinerja
cenderung sedikit
dan dapat dilakukan
evaluasi untuk

mengatasinya

lainnya pada
lokasi penelitian
dan peraturan
yang diteliti.
Persamaan dalam
penelitian ini
yakni
penggunaan pada
metode penelitian
dan teknik
pengambilan data
serta teori yang
digunakan dalam
mengukur
keberhasilan
implementasi
yakni teori
menurut Edwards

3. Dwi Implementasi Penelitian ini Perbandingannya
Cahyanti Peraturan bertujuan untuk dengan penelitian
(Skripsi, Gubernur No.111 | menganalisis dan ini yakni terletak
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2018)

Tahun 2016
Tentang
Nomenlaktur,
Susunan
organisasi, uraian
tugas dan fungsi
unit serta tata
kerja pelaksana
teknis dinas
tenaga kerja dan
transmigrasi
provinsi Jawa
Timur (Studi
Tentang
Penyelenggaraan
Terkait Pelatihan
Kerja yang
Diadakan oleh
UPT. Pelatihan

Kerja Surabaya).

mengetahui
peneyelenggaraan
pelatihan kerja di
UPT pelatihan kerja
surabaya sesuai
dengan Peraturan
Gubernur No.111
tahun 2016 serta
mengetahui faktor —
faktor apa saja yang
dapat mempengaruhi
penyelenggaraan
pelatihan kerja di
UPT pelatihan kerja
surabaya. Penelitian
ini menggunakan
deskriptif kualitatif
teknik analisis data
digunakan adalah
model analis
interaktif. Hasil
penelitian ini adalah
penyelenggaraan

Pelatihan Kerja di

pada tujuan
penelitian yang
dimana penelitian
tersebut bertujuan
untuk mengetahui
dan menganlisis
pelatihan kerja
sedangkan saya
untuk mengetahui
implementasi
Pergub No. 29
Tahun 2020
dalam
meningkatkan
pelaksanaan
tugas pegawai,
perbandingan
lainnya terletak
pada penelitian
tersebut
menggunakan
teknik
pemeriksaan

keabsahan data
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UPT. PK Surabaya menggunakan

belum sesuai dengan | teknik triangulasi

Peraturan Gubernur | sumber

No. 111 Tahun 2016. | sedangkan
penelitian saya
tidak.

4. Zurnilawai | Implementasi Fenomena yang Perbandingannya
Z.CAN, Peraturan Wali terjadi di bagian dengan penelitian
SH (Tesis, | Kota Nomor: 26 | Humas dan ini dan penelitian
2019) Tahun 2016 Keprotokolan Kota | saya yakni pada

Tentang Tanjungbalai sering | tujuan penelitian
Pelaksanaan terjadi permasalahan | yang dimana
Tugas Pokok dan | yaitu dengan Dinas | penelitian ini
Fungsi Pada Kominfo Kota bertujuan untuk
Sekretariat Tanjungbalai saling | menganalisis
Daerah Kota memperebutkan Implementasi
Tanjungbalai. posisi apabila dalam | Pergub dan faktor
pelaksanaan acara- | apa saja yang
acara resmi mempengaruhiny
Walikota. Penelitian | a, perbandingan
tersebut lainnya terletak
menggunakan pada lokus
metode penelitian penelitian lalu
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kualitatif dan hasil
penelitian
menunjukkan bahwa
Implementasi
Peraturan Walikota
Nomor 26 Tahudn
2016 tentang
pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi
pada Sekretariat
Daerah Kota
Tanjung balai jika
ditinjau dari aspek
komunikasi, sumber
daya, sikap dan
struktur birokrasi

belum berjalan

penelitian
tersebut mengatur
tentang peraturan

wali kota.

optimal.
5. Darti Analisis Tugas Tujuan penelitian ini | Perbandingannya
Andriyani | Pokok dan Fungsi | adalah untuk dengan penelitian
(Skripsi, Unit Pelaksana mengetahui ini adalah dalam
2019) Teknis Latihan pelaksanaan tugas menentukan
Kerja (UP-LK) pokok dan fungsi terlaksananya
Wilayah 1 UPT-LK Wilauyah 1 | tugas pokok dan
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Provinsi Riau

Berdasarkan

Peraturan

Gubernur Riau

Nomor 51 Tahun

2009.

Provinsi Riau
berdasarkan
peraturan Gubernur
Riau Nomor 51
tahun 2009. Teknik
pengumpulan data
digunakan yakni
observasi,
wawancara dan
dokumentasi, dengan
menggunakan
pendekatan metode
kualitatif. Hasil
dalam penelitian ini
adalah tugas pokok
dan fungsional
berdasarkan Pergub
Riau No.51 tahun
2009 belum
sepenuhnya
terlaksana
dikarenakan masih
terdapat beberapa

hal yang belum

fungsi sesuai
dengan pergub
tidak
menggunakan
teori menurut
para ahli.
Persamaan
dengan penelitian
ini yakni terletak
pada metode
penelitian yang
digunakan
kualitatif dan
teknik
pengumpulan

data.
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dilaksanakan, seperti
adanya peralatan
yang belum
mencukupi dalam
pelatihan, dan
adanya beberapa

gedung yang rusak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019: 379) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai
di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
dengan ini peneliti menggunakan Model Implementasi menurut George Edwards
111 yakni empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu
kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Peneliti ingin melihat apakah komunikasi para implementor dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Biro Administrasi

Pimpinan sudah berjalan dengan efektif, baik antara pembuat keputusan

dan implementor dalam mengukur keberhasilan Implementasi Peraturan

Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 di Biro Administrasi Pimpinan.
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2. Sumber daya
Sumber daya merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung
keberhasilan suatu implementasi kebijakan, seperti halnya di Biro
Administrasi Pimpinan dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur
Nomor 29 Tahun 2020 peneliti melihat masih kurangya kompetensi
pegawai dari masing-masing bagian dalam melaksanakan serangkaian
tugas yang telah ditetapkan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui
bagaimana kualitas sumber daya manusia di Biro Administrasi Pimpinan
dalam mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Gubernur
Nomor 29 Tahun 2020.

3. Disposisi
Peneliti ingin mengetahui apakah sikap serta pengetahuan dan kemampuan
para pegawai di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan akan tugas dan
tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah
ditetapkan sudah sepenuhnya di implementasikan dengan baik, sehingga
mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 29
Tahun 2020.

4. Struktur Birokrasi
Peneliti ingin mengkaji apakah struktur birokrasi di Biro Administrasi
Pimpinan sudah memadai sehingga tidak terjadi kurangnya koordinasi di
antara stakeholder, kerjasama team sehingga tidak menghambat jalannya

implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020.
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Dengan begitu Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor
29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai di Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat diukur
melalui kerangka pemikiran yang akan digambarkan sesuai dengan faktor yang

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document A2c9pted 16/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22



Cindy Fadila - Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 29 Tahun 2020

{

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja pada Biro
Administrasi Pimpinan
Sekretariat Daerah provinsi

Sumatera Utara

v

Indikator Implementasi
Teori Edwards 111

Komunikasi
Sumber Daya
Disposisi

Struktur Birokrasi

Hwbh e

v

Hasil yang ingin dicapai:

Untuk mengetahui
implementasi peraturan
Gubernur Sumatera Utara
Nomor 29 tahun 2020 dalam
rangka meningkatkan
pelaksanaan tugas pegawai di
Biro Administrasi piminan
Sekretariat daerah provinsi

Sumatera Utara.
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Pada bagan diatas dapat dijelaskan bahwa Implementasi peraturan
Gubernur Sumatera Utara nomor 29 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan
tatakerja pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah provinsi Sumatera
Utara dalam menentukan keberhasilan implementasi Pergub tersebut peneliti
menggunakan teori Edwards 11l yakni dalam Agustiano (2016: 136-141) bahwa
dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward IlI, terdapat empat variabel
yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu
Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Dari empat variabel tersebut merupakan sebagai dasar peneliti untuk
melakukan penelitian guna mengetahui keberhasilan implementasi Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2020 dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan tugas pegawai di Biro Administrasi Pimpinan. Dengan berbagai
fenomena yang peneliti jumpai dilapangan bahwa masih terdapat permasalahan
dalam pelaksanaannya. Dengan adanya Pergub ini diharapkan dapat memberikan
kemudahan pegawai dalam bekerja dengan uraian tugas yang telah ditetapkan
pada tiap bagian sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai
dikarenakan sudah mengetahui jobdescnya masing-masing.

Maka dari itu, untuk mengetahui keberhasilan implementasi tersebut
peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul Implementasi peraturan
Gubernur Sumatera Utara nomor 29 tahun 2020 dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan tugas pegawai di Biro Administrasi piminan Sekretariat daerah

provinsi Sumatera Utara.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Supranto dalam buku Muh. Fitrah dan Luthfiyah (2017: 24) menyatakan
penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memilih judul, merumuskan persoalan,
kemudian diikuti dengan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisis data
yang hasilnya berguna untuk mengetahui sesuatu persoalan dalam usaha
pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian adalah serangkaian proses yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman
peneliti tentang subjek. Berdasarkan judul penelitian yakni Implementasi
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan
Tugas Pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Utara, yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif. “Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan
pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau
kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan” Creswell dalam
buku Septiawan Santana K (2010).

Data riset kualitatif didapat dari “mulut” para partisipan, seperti, transkrip
wawancara atau catatan lapangan selama observasi. Datanya bisa juga berbentuk

gambar fotografis atau vidiografis, atau dokumen alinnya. Untuk pengembangan
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kedalaman pemahaman dari fenomena yang tengah dikaji, periset biasanya akan
melakukan pencarian pada hanya sedikit partisipan (Septiawan Santana K,

2010:10).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Gubernur
Sumatera Utara di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah provinsi
Sumatera Utara, di Jalan P. Diponegoro No.l. Penelitian ini dilakukan selama 1

(satu) bulan yaitu bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2022.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Aazs_pted 16/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22



Cindy Fadila - Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai

Tabel 3.1
Skema Penyusunan Skripsi 2021-2022

No Uraian Okt | Nov | Des | Jan | Febr | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli
' Kegiatan 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 202 | 2022 | 2022
1. | Penyusunan
Proposal
2. | Seminar
Proposal
3. | Perbaikan
Proposal
4. | Pengambila
n data
Penelitian
5. | Penyusunan
Skripsi
6. | Seminar
Hasil
7. | Perbaikan
Skripsi
8. | Sidang
Meja Hijau
3.3.  Informan Penelitian
Informan penelitian merupakan orang yang di manfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan
merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti
(Moleong 2015:163).
Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan 3 (tiga) bagian informan
untuk memberikan informasi tentang topik masalah yang diteliti oleh peneliti,
yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan.
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1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi lengkap tentang
permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya
mengetahui tentang kondisi/fenomena umum masyarakat, tetapi juga

memahami informasi tentang informan utama.

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah lbu Illona
Anggeriani S.STP, M.AP, yang merupakan Kepala Bagian Perencanaan dan

Kepegawaian Sekretariat Daerah.

2. Informan Utama

Informan utama adalah individu atau kelompok yang digunakan sebagai
sumber data atau informasi utama untuk memberikan gambaran teknis tentang
masalah penelitian yang terkait. Dengan demikian, informan utama dapat
diartikan sebagai orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang
masalah penelitian untuk mengkaji penelitian. Informan utama dari penelitian

ini adalah:

a. Salman ,S.Sos., M.AP. Selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan
pelaporan

b. Indra Kusuma Siregar, S.E. Selaku Kepala Subbagian Dokumentasi
Pimpinan

¢. Muhammad Roja Sanofa, S.IP. Selaku Kepala Subbagian Acara

3. Informan Tambahan
Informan tambahan adalah individu atau kelompok yang digunakan sebagai

informasi atau sumber data sekunder untuk memberikan gambaran pendukung
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tentang data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan
tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh

informan utama atau informan kunci.

Dengan demikian, informan tambahan dalam penelitian ini adalah 4, pegawai

Biro Administrasi Pimpinan antara lain, 2 ASN dan 2 tenaga honorer.

a. Sarah Feby Kartika, S.IP selaku pegawai negeri sipil
b. Surya Ramadhan selaku pegawai negeri sipil
c. Desy Wahyuni selaku tenaga honorer

d. Ainun selaku tenaga honorer

3.4  Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang awalnya dilakukan secara langsung
terhadap objek yang akan diteliti, dengan mengamati langsung keadaan di
lapangan berupa gambaran tentang perilaku, sikap, tindakan dan keseluruhan
interaksi yang ada. Dengan begitu penliti dapat menjumpai permasalahan terkait
topik penelitian.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak
diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat
pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.
Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa
lama dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan mendesign cara merekam
wawancara tersebut (Raco, J.R. 2010: 112)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Aa.épted 16/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22



Cindy Fadila - Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai

3.4.2 Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh
orang yang melakukan proses komunikasi secara langsung dengan mengajukan
tanya jawab kepada Informan tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
ini.

Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang
diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang

menjadi bahan dasar data yang nantinya dianalisis (Raco, J.R. 2010: 116).

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) Dokumentasi merupakan suatu cara yang
digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,
dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang
dapat mendukung penelitian.

Pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen yang diterima di
Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat
Daerah provinsi Sumatera Utara. Di sini, dokumentasi merupakan salah satu dari

teknik pengumpulan data, yang kemudian ditelaah oleh peneliti.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Patton (2009:268) analisis data adalah proses mengatur urutan
data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.
Sementara itu menurut Sugiyono (2019:320), analisis data merupakan proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
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wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan
data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
interaktif Miles dan Huberman dalam Anggito & Setiawan (2018: 243-244 )
beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan  vyaitu: reduksi data, penyajian data, dan  penarikan
kesimpulan/verifikasi :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Miles & Huberman, reduksi data adalah suatu bentuk analisis

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa
sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data
diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catata-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan

penelitian Miles dan Huberman penyajian data meliputi berbagai jenis

seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan.
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3. Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi
yang utuh Miles & Huberman (dalam buku Anggito & Setiawan 2018).
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan

verifikasi.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan melalui wawancara informan serta penyajian
data dan pembahasan yang diperoleh, maka adapun kesimpulan yang peneliti buat
dengan judul penelitian “Implementasi peraturan Gubernur Sumastera Utara
Nomor 29 Tahun 2020 dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai
di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara”,

yaitu:

1 Implementasi peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020
dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai di Biro
Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara belum
sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, dikarenakan masih terdapat
hambatan-hambatan salah satunya sumber daya manusianya yang sebagian
belum kompeten dan rata-rata usianya sudah menengah keatas sehingga
mereka sulit untuk memahami dan mempelejari penggunaan alat-alat
teknologi dan masih belum sepenuhnya sadar akan tugas dan fungsinya, dan
juga kurangnya diklat-diklat serta sosialisasi tentang pekerjaan di Biro
Administarsi Pimpinan membuat mereka kurang dalam memperoleh
pelatihan-pelatihan untuk melatih kemampuan mereka dalam bekerja.

Sedangkan terkait komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup
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berjalan dengan baik dan efektif serta permasalahan-permasalahan kecil
mereka mampu mengatasinya.

2. Adapun faktor penghambat dalam pengimplementasin Pergub No.29 Tahun
2020 yakni Terdapat keterbatasan Sumber daya manusia yang pegawai ASN
nya kurang memiliki keahlian, Kurangnya diklat-diklat serta sosialiasi yang
terbatas tentang pekerjaan dalam meningkatkan kapasitas pegawai, Tidak ada
kesempatan untuk menambah pegawai ASN yang baru, sehingga untuk
menutupi  kekuarangan itu mereka menambah tenaga kerja pembantu

(Honorer)

5.2  Saran
Berdasarkan hasil penellitian di lapangan dan kesimpulan yang peneliti

tulis, bahwa peneliti memberikan saran akan “Implementasi peraturan Gubernur

Sumastera Utara Nomor 29 Tahun 2020 dalam Rangka Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas Pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara.” yaitu:

1 Untuk pegawai ASN yang rata-rata usia nya menengah ke atas yakni,
untuk lebih sadar lagi dalam menjalankan tugasnya dengan terus belajar
dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman salah satunya dengan
pengunaan komputer dsb.

2. Pimpinan terkait pada Biro Adminstrasi Pimpinan harus lebih sering dalam
membuat diklat-diklat serta sosialisasi tentang pekerjaan kepada pegawai

Biro Administrasi Pimpinan untuk meningkatkan kapasitas pegawai demi
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memperbaharui  kemampuan/skill pegawai ASN dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.

3 Lebih memanfaatkan sumber daya manusia yang telah ada dengan
mengurangi penambahan tenaga kerja pembantu di Biro Administrasi
Pimpinan, dengan begitu pegawai ASN terus melatih kemampuan dirinya
untuk menyesuaikan keadaan dan tidak bergantung kepada tenaga honorer
serta membebankan semua tugas dan tanggung jawab kepada tenaga kerja

pembantu.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN

A. Komunikasi

1. Bagaimana pola komunikasi intern yang terjadi di Biro Administrasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara?

2. Bagaimana pandangan Bapak/lbu mengenai pelaksanaan komunikasi yang
terjadi di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara?

3. Apakah antara pimpinan dan pegawai sudah melaksanakan komunikasi

intern dengan lancar?

B. Sumber Daya
Bagaimana sumber daya untuk terimplementasinya Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, uraian tugas
dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Biro
Administrasi Pimpinan?

2. Bagaimana sumber daya manusia di Biro administrasi pimpinan dalam
implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 20207?

3. Bagaimana fasilitas/perlengkapan di Biro administrasi pimpinan dalam
menunjang implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29
Tahun 2020?

C. Disposisi

1 Bagaimana sikap serta komitmen pelaksana kebijakan terkait upaya
menciptakan keberhasilan implementasi peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan
tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Biro Administrasi
Pimpinan?

2 Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi,

uraian tugas dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara?
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D. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah pemerintah terkait memberikan pengawasan terhadap
perkembangan tugas pokok dan fungsi?

3. Apakah dalam menjalankan tugas, pegawai sudah melaksanakannya sesua

dengan SOP dan terdapat pengawasan di dalamnya?
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1. Informan Kunci

Nama

Jenis Kelamin
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

2. Informan Utama

Nama

Jenis Kelamin
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

DATA INFORMAN

: llona Anggeriani, S.STP, M.AP
: Perempuan

19830806 200112 2 002

: Pembina Tk. I/IV-b
: Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sekretariat Daerah

: Salman, S.Sos, M.AP

. Laki-Laki

:19760713 200604 1 003

: Pembina Tk. I/111-d

: Kepala Subbagian Perencanaan dan pelaporan

Nama

Jenis Kelamin
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

. Indra Kusuma Siregar, S.E.

. Laki-Laki

119750627 200901 1 001

: Penata Tk. I/111-d

: Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan

Nama
Jenis Kelamin
NIP

Pangkat/Gol
Jabatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

: Muhammad Roja Sanofa, S.IP.
- Laki-Laki
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: Penata/lll-c
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3. Informan Tambahan

Nama : Sarah Feby Kartika, S.IP.

Jenis Kelamin : Perempuan

NIP 119950219 201708 2 001

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/I11-b

Jabatan : Staf pegawai

Nama : Surya Ramadhan

Jenis Kelamin . Laki-Laki

NIP : 19790727 200801 1 005

Pangkat/Gol : Pengatur Tk.1/11-d

Jabatan : Staf pegawai

Nama : Desy Wahyuni

Jenis Kelamin : Perempuan

NIP -

Pangkat/Gol -

Jabatan : Pegawai honorer

Nama : Ainun

Jenis Kelamin : Perempuan

NIP -

Pangkat/Gol -

Jabatan : Pegawai honorer
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Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

Menimbang

Mengingat
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DAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1108);;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
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Bagian Kesepuluh
Biro Administrasi Pimpinan
Pasal 112
(1) Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan
kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan
komunikasi pimpinan, keprotokolan. perjalanan dinas dan
pelayanan tamu pemerintah daerah dan pimpinan, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah

melalui Asisten Administrasi Umum.
(2) Biro Administrasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan,
koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi keprotokolan, perjalanan dinas, pelayanan tamu
utama pemerintah daerah dan pimpinan, komunikasi
pimpinan, penyusunan materi sambutan /paparan/
pengarahan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris
Daerah, serta pengelolaan kepegawaian sekretariat
daerah;

b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan,

pengendalian dan evaluasi keprotokolan, perjalanan dinas

dan pelayanan tamu utama pemerintah daerah dan
pimpinan;

c. penyusunan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan
pedoman /juklak/juknis keprotokolan pemerintah daerah,
perjalanan dinas dan pelayanan tamu utama pemerintah
daerah dan pimpinan;

d. pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring,
pemantauan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;

e. penghimpunan dan mengolah informasi yang bersifat
penting dan mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

f. pengurusan, fasilitasi, koordinasi, monitoring,
pemantauan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan tamu utama pemerintah daerah, Gubernur dan
Wakil Gubernur;

g. pembinaan keprotokolan pada perangkat daerah;

h. penjadwalan, pencatatan, monitoring, pemantauan
pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
acara Gubernur dan Wakil Gubernur;

i. pelaksanaan analisis terhadap acara yvang patut dihadiri
langsung Gubernur atau Wakil Gubernur;

j. pengumpulan, pengolahan, pengembangan, penyajian dan
penyimpanan dokumen, konten dan komunikasi
Gubernur dan Wakil Gubernur;

k. pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis
sekretariat daerah:

1. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana strategis
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pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana strategis
sekretariat daerah;

. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA

Sekretariat Daerah;

n. pelaksanaan evaluasi RENJA, RKA, dan DPA Sekretariat
Daerah;

o. pngoordinasian dan penyusunan LPPD, LKPJ, LK, PK,
IKU, IKK dan Laporan kepegawaian Sekretariat Daerah;

p. penyelenggaraan administrasi Biro Administrasi
Pimpinan;

q. pengelolaan kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan;

r. pengelolaan keuangan Biro Administrasi Pimpinan;

s. pengelolaan barang/aset Biro Administrasi Pimpinan;

penyusunan dan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi

Pimpinan.

(3) Kepala Biro mempunyai uraian tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi

Bagian;

c. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan

dengaan jajaran Biro Sekretariat Daerah, perangkat
daerah dan/atau instansi terkait, dalam rangka
memperlancar dan meningkatkan kinerja dan
pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi
Pimpinan;

d. melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian pada

Biro Administrasi Pimpinan;

melaksanakan bimbingan, pengembangan, evaluasi dan
penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran sumber
daya manusia Biro Administrasi Pimpinan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
terkait dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi
Pimpinan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan.

Paragraf 1
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sekretariat Daerah

Pasal 113
(1) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
merupakan satuan pelaksana Biro Administrasi Pimpinan
dalam penyelenggaraan tugas perencanaan dan pengolahan
kepegawaian.
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(2) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
mempunyai tugas dalam perencanaan dan pengolahan
kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

(3) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah,
menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan bahan penyusunan dokumen Rencana
Strategis Sekretariat Daerah;

b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA
Sekretariat Daerah;

c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi implementasi
Rencana Strategis Sekretariat Daerah;

d. fasilitasi evaluasi Renja, RKA, DPA Sekretariat Daerah:

e. pengoordinasian dan penyusunan kebutuhan pegawai
Sekretariat Daerah:

f. penyusunan, pengusulan dan pelaksanaan
pendayagunaan pegawai Sekretariat Daerah;

g. pelaksanaan monitoring, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi kinerja dan disiplin pegawai Sekretariat Daerah;

h. penyusunan peta kebutuhan pegawai Sekretariat
Daerah:

i. pengurusan kesejahteraan pegawai Sekretariat Daerah;

j- penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan
pegawai Sekretariat Daerah:

k. penyusunan dan pengajuan pengembangan  karir
pegawai Sekretariat Daerah;

1. pengurusan purna bakti pegawai Sekretariat Daerah;

m. pengelolaan dokumen kepegawaian pegawai Sekretariat
Daerah;

n. pengoordinasian dan penyusunan LPPD, LKPJ, LK, PK,
IKU, IKK dan Laporan Kepegawaian Sekretariat Daerah:

o. pelaksanaan administrasi Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian Sekretariat Daerah;

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Administrasi Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah; dan

Q. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan.

+) Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah mempunyai uraian tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah:

b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Biro Administrasi Pimpinan dan/atau
satuan pelaksana lainnya dalam rangka memperlancar
dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala
Subbagian;

d. melaksanakan bimbingan, pembinaan. pengembangan.
evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana:

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Biro Administrasi Pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsi Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
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f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah.

(S) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah dibantu:

a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan:

b. Subbagian Kepegawaian:

c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 114
(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan merupakan satuan
pelayanan Biro Administrasi Pimpinan dalam

penyelenggaraan tugas perencanaan dan pelaporan
Sekretariat Daerah.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan tugas perencanaan dan pelaporan, yvang
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah.

(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan. mempunyai uraian
tugas:

a. mengumpulkan bahan dan penyusunan dokumen
perencanaan lima tahunan Sekretariat Daerah:

b. mengoordinasikan penyvusunan Rencana Kerja, RKA,
DPA dan Anggaran Kas Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi

imblementasi Rencana Strategis. Rencana Keria. RKA.

(4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
uraian tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan uraian tugas Subbagian Perencanaan dan
Pelaporan;

b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah dan/atau satuan pelayanan lainnya

dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja

pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan
Pelaporan;

c. melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;

d. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah terkait dengan tugas dan uraian tugas
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian

Perencanaan dan Pelaporan.
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Pasal 115

(1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan pelayanan Biro
Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas
pengolahan Kepegawaian Sekretariat Daerah.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
tugas pengolahan Xepegawaian Sekretariat Daerah, yang
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah.

(3) Subbagian Kepegawaian, mempunyai uraian tugas:

a. mengumpulkan bahan penyusunan kebutuhan pegawai
Sekretariat Daerah;

b. mengoordinasikan dan menyusun kebutuhan pegawai
Sekretariat Daerah;

G, menyusun, mengusulkan dan melaksanakan
pendavagunaan pegawai Sekretariat Daerah;

d. melaksanakan monitoring, pemantauan., pengendalian
dan evaluasi kinerja dan disiplin pegawai Sekretariat
Daerah;

e. menyusun peta kebutuhan pegawai sekretariat daerah;

f. mengoordinasikan dan melaksanakan pengurusan
kesejahteraan pegawai Sekretariat Daerah;

g. mengoordinasikan dan menyusun kebutuhan
pendidikan dan pelatihan pegawai Sekretariat Daerah;

h. menyusun dan mengajukan pengembangan Kkarir
pegawai Sekretariat Daerah;

i. melaksanakan pengurusan purna bakti pegawai
Sekretariat Daerah;

j- mengelola dokumen kepegawaian pegawai Sekretariat
Daerah:

k. mengoordinasikan dan menyusun laporan kepegawaian
Sekretariat Daerah;

L melaksanakan administrasi Subbagian Kepegawaian
Sekretariat Daerah;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah terkait dengan tugas dan fungsi Subbagian
Kepegawaian; dan

n. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan uraian tugas Subbagian Kepegawaian.
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(4) Kepala Subbagian Kepegawaian, mempunyai uraian tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan uraian tugas Subbagian Kepegawaian;

b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah dan/atau satuan pelayanan lainnya
dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja
pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian;

[ melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;

d. melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana:

[ melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala

: melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian

Kepegawaian.

Pasal 116

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan pelayanan Biro
Administrasi Pimpinan dalam pelaksanaan tugas
Ketatausahaan Biro Administrasi Pimpinan.

(2) Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan,
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan
kepegawaian, keuangan., barang/aset, surat menyurat,
kerumahtanggaan, kehumasan, perpustakaan dan
kearsipan serta pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
Biro Administrasi Pimpinan, yang dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian Sekretariat Daerah.

(3) Subbagian Tata Usaha melaksanakan uraian tugas:

a. menghimpun bahan penyusunan dokumen
perencanaan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA,
dan DPA untuk lingkup Biro Administrasi Pimpinan:

b. menghimpun bahan. menyusun dan menyajikan

formasi kebutuhan pegawai Biro Administrasi
Pimpinan;
C= menghimpun, mengelola, dan menyajikan dokumen

kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan;

d. melaksanakan murusan kesejahteraan. pengembangan
karier dan pendavagunaan pegawai Biro Administrasi
Pimpinan:

e. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi,

kinerja dan disiplin pegawai Biro Administrasi

Pimpinan:

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas bendahara
pengeluaran pembantu dan pengurus barang
pembantu:;

. menghimpun bahan, menyusun, dan menyajikan

laporan keuangan Biro Administrasi Pimpinan:
h. menghimpun bahan dan menyusun rencana kebutuhan

barang milik daerah serta rencana kebutuhan
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pemeliharaan barang milik daerah Biro Administrasi
Pimpinam:

i mengajulan pengadaan rencana kebutmmmbhan barang
milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan
barang milik daeral:

- melaksanalkan pencatatan. pembuluan dan pelaporan
penvimpanan., pendistribusian. mondtoring dan evaluasi
serta persediaan barang, prasarana dan sarana Biro
Administrasi Pimpinan;

k. melaksanakan urusan kerumahtanggaan kebersihan,
keindahamn, keprotolkolan, damn upacara Biro
Administrasi Pimpinan:

1 IMENgUITIlS faSEztaTe4 rapat dar tempat ibadah Biro
Administrasi Pimpinan:

. menguruas sarana gedung di lingknp Biro Administrasi

Pimpinamn;

Y. MEenguIrus kendaraarn dinas Biro Administrasi
Pimpinam;

o. menghimpiin bahan, mMenyLisiln dan mengajulcan

laporan aset/ barang Biro Administrasi Pimpinan;
P. mengelola surat masiik menerimas:a, mencatat,
membulmlktan, mengendalilcan, damn memonitor surat

masuk Biro Administrasi Pimpinar;

(=] mengurus surat keluar mencatat. membulkukan, dan
mendolkumentasikan /mengarsiplkan. mengirim,
memonitor dan melaporkan Biro Administrasi
Pimpinan;

r. melaksanaltan pengelolaan perpustaltaan dan

kearsipan Biro Administrasi Pimpinan;

=. menghimpiin bahar, mengelola dan menyajilcan
informasi ke website Biro Administrasi Pimpirnan;

g menvelengearalcan administrasi pimpinarn Biro
Administrasi Pimpinan:

1. melaksanalkan tuagas lain wvang diberikan oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sckretariat
Daerah terkait dengan tuagas Subbagian Tata Usaha;
dan

W menghimpun, menyusun dan menvajikan laporan
Perjanjian Kinerja, Peta Proses Bisnis, S0P, LEKP.J,
LPPD, SPIP dan Laporan Hinerja Biro Administrasi
Pimpinar.

(4) Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tagas
dan uraian tugas Subbagian Tata Usaha;

b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah dan/fatau pihak lain dalam rangka
memperlancar dan meningkatkan kinera pelaksanaan
tugas Subbagian Tata Usaha;

. melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksanag

d. melaksanalan bimbingan, pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian kineria pelaksana:
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d. melaksanakan bimbingan., pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;

= melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat
Daerah terkait dengan tugas dan uraian tugas
Subbagian Tata Usaha: dan

: & melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan uraian tugas Tata Usaha.

Paragraf 2
Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
Pasal 117

(1) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan merupakan satuan
pelaksana Biro Administrasi Pimpinan dalam penyediaan
materi dan penyelenggaraan komunikasi pimpinan.

(2) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
dalam penyediaan materi dan penyelenggaraan komunikasi
pimpinan, yvang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

(3) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan,
menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan bahan materi komunikasi Gubernur dan
Wakil Gubernur;

b pengolahan bahan materi komunikasi Gubernur dan
Wakil Gubernur;

cf pengembangan, pemilahan dan pemilihan materi
komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

d. penyajian dan penyampaian materi komunikasi
Gubernur dan Wakil Gubernur;

(- pendokumentasian dan penyimpanan materi
komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyiapan materi

komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;
. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyampaian
materi komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

h. fasilitasi penyiapan dan penyampaian materi
komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;
;1 pengaturan, penugasan, pengendalian dan evaluasi

petugas penyiapan, penyaji dan penyvampai materi
komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

3- penyusunan kebutuhan, pengajuan pengadaan dan
pemanfaatan sarana dan perlengkapan kerja petugas
penyiapan, penyaji dan penyampai materi komunikasi
Gubernur dan Wakil Gubernur;

k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka publikasi materi
petugas penyiapan, penyaji dan penyvampai materi
komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

1. fasilitasi publikasi materi komunikasi Gubernur dan
Wakil Gubernur;

m. pengumpulan dan penyajian bahan bacaan penting bagi

penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera

Utara;
" nenoadaan dan nenvediaan bk acenda nemerintah
o. penerimaan, penyimpanan dan perawatan cendera mata

dari tamu pemerintah daerah, Gubernur dan Wakil
Gubernur;

P- penyusunan profil Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
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)

3)

Q. penyvusunan dokumentasi penghargaan yang diterima
oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

r. pelaksanaan administrasi Bagian Materi dan
Komunikasi Pimpinan:

= pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala Biro
Administrasi Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi
Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan: dan

= penyvusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan.

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan,

mempunyai uraian tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan:

b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Biro Administrasi Pimpinan dan/atau
satuan pelaksana lainnya dalam rangka memperlancar
dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan:

c< melaksanakan pendistribusian tugas kepada Kepala
Subbagian:
d. melaksanakan bimbingan. pembinaan, pengembangan,

evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana:

A melaksanakan tuagas lain yvang diberikan oleh Kepala
Biro Administrasi Pimpinan terkait dengan tugas dan
fungsi Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan: dan

f. melaporkan dan mempertanggsungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Materi dan
Komunikasi Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayvat (2). ayvat (3) dan ayvat (4).

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan dibantu:

a. Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan:

b. Subbagian Komunikasi Pimpinan:

c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

Pasal 118
(1) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan merupakan satuan
pelayanan Biro Administrasi Pimpinan dalam penyediaan

dan penyiapan materi pimpinan.

(2) Subbagian Penviapan Materi Pimpinan mempunyai tugas
melaksanakan penyediaan dan penyiapan materi pimpinan,
yvang Jdipimpin olch scorang Kepala Subbagian yvang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.

(3) Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan, mempunyai uraian

agas:

a. mengumpulkan bahan materi rapat dan pidato Gubernur
dan Wakil Gubermur;

b. mengolah bahan materi rapat dan pidato Gubernur dan
Wakil Gubernur;

c. mengembangkan, memilah dan memilih materi rapat dan
pidato Gubernur dan Wakil Gubernur:

d. menyvajikan dan menyampaikan mater: rapat dan pidato
Gubernur dan Wakil Gubernur:

e. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyiapan
materi rapat dan pidato Gubermur dan Wakil Gubernur:

f. fasilitasi penyiapan dan penyampaian materi rapat dan
pidato Gubernur dan Wakil Gubernur;

2 melaksanakan pengaturan, penugasan, pengendalian
dan evaluasi petugas penyiapan, penyaji dan penyampai
materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubermur:

h. menyusun kebutuhan, pengajuan pengadaan dan
pemanfaatan sarana dan periengkapan kerja petugas
penyviapan, penyaji dan penyvampai materi rapat dan
pidato Gubermur dan Wakil Gubernur;

i. melaksanakan koordinasi dalam rangka publikasi materi
poetugas penyviapan, penyaji dan penyvampai materi rapat
dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur;

3j- fasilhitasi publikasi materi rapat dan pidato Gubermur
dan Wakil Gubermur;
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)

)

2)

(&0 )

k. mengumpulkan dan menyajikan bahan bacaan penting
bagi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera
Utara;

1. menyelenggarakan administrasi Subbagian Penyiapan
Marteri Pimpinan; dan

m. melaksanakan Poenyusunan dan laporan
pertanggungiawaban pelaksanaan tuagas dan fungsi
Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan.

Kepala Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan, mempunyai

uraian tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan uraian tugas Subbagian Penyiapan Materi
Pimpinan:

b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
dan/atau satuan pelayanan ainnya dalam rangica
memperlancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan
tugas Subbagian Penyiapan Mater:i Pimpinan;

c. melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;

d. melaksanakan bimbingan., pembinaan. pengembangan.
evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;

e. melaksanakan mugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan terkait dengan
tugas dan uraian ugas Subbagian Penyviapan Materi
Pimpinan: dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas dan wuraian tugas Subbagian Penyiapan Materi
Pimpinan.

Pasal 119
Subbagian Komunikas: Pimpinan merupakan satuan
pelavanan Biro Administrasi Pimpinan dalam
penyelenggaraan komunikasi pimpinan.
Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan komunikasi pimpinan,
vang dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian yang

berkedudukan odi bawah dan bertangsung jawab kepacdia
Kepala Bagian Materi dan Komurnikas:i Pimpinan.

Subbagian Komunilkcass P > v Punvai T iars

Tugas:

a. mengumpullan bahan komunilkasi Gubernur dan Walkal
Gubermnur,

b. mengolah bahan omunilkass Gubernur dan Walkcsl
Gubernur:

c. menyajikan dan menyampailkan bahan kormunikas:
Gubernur dan Wakil Gubernmuar:

d. meclaksanakan koordinasi dalarm ranglksa Poenyiapan
bahan kommunikasi Gubernur dan Wakil Gubernmur;

e. melaksanakan § radinasi dal rangica penyampaian
bahan komunikasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

f. fasihitasi penyiapan dan penyampaian bahan komunikasi
Gubernur dan Wakil Gubernur;

. mmenyusun keburuhan, Pengajuan pengadaan dan
Ppoemanfastan sarana dan periengkapan kesrja poetugas
Penviapan, penyaji dan penvampail bahan komunikas:
Gubernur dan Wakil Gubermur:

h. melaksanakan koordinasi dalam srangka publikasi dan
penvampai bahan kkomunikasi Gubernur dan Walksl
Gubernur:

i pengadann dan penyvediasn bulcua agenda Pemerintabh
Dacrah:

3- poenyediaan dan pendistribusian visi, smisi dan gambar
Gubernur dan Wakil Gubernmuar:

k. menyusun profil Kepala Dacrah dan Walkil Kopala
Dacrah;:

I. melaksanalkan administrasi Subbagian Komunikasi
Pimpinan:

m. pelaksanaan tugas Imin wvang diberilkkan olchh Kepala
Bagian Materi dan Komunikas: Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsi Subbagian Komunikas: Pimpinan; dan

. menyusun Aaporan pertanggungjiawaban pelaksanaan
tugas dmxr Lraiars TuZas Subbagian Komunilkasi
Pimpinan.
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4) Kepala Subbagian Komunilkas: Pimpainan, mempuanyai
uraian tagas -

a. mermuimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tuagas
dan uraian tugas Subbaginan Komunikasi Pimpinan:

b melaksanakan koordinasi:, kerja sama dan kemiatraan
dengan jajaran Bagian Materi dan Komunikas: Pimpinan
dan/atau sSatuan pelayvanan Ilainnva dalamrm rangica
memperiancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan
tugas Subbagian Komunikas: Paimpinan;

c. melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana:

d. melaksanakan bhimbingan, pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian kinerja pelalcsanea;

e. melaksanakan tugsass lain yvang diberikan olehx Kepala
Bagian Materi dan Komunikas: Pimpinan terkait dengan
ugas dan Traian Tuagas Subbagian Komunikasi
FPimpinan; dan

= melaporkan dan mempertangegungiawablcan pelaksanaan
tugas dan uraian tugas Subbagian Komunikasi

Pasal 120

(1) Subbagian Dolkumentas: Pimpinan merupalkan satuan
pelayanan Biro Administrasi Pimpinan dalarn
penyvelenggarasan dokumentasi pimpinan.

(2) Subbagian Dokuurnmentass Pirmpinan mempuryyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan dolkumentasi: pimpinan,
yvang dipirmpir olelh Scorang Kepals Subbaagisan varg
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pampinan

(3) Subbagian Dolkumen : Pi 2 n, eI PUIIVEa Traiar

tTugaas:

a. mengumpulican bahan dolkumentasi Gubernur dan
Walkil Gubermnur;

b. mengolah bDahan dokumentasi Gubernur dan Wakil
Gubernur:

<. melaksanakan pengembangan, pemilabhan dan pemilihan
dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur; ‘
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“)

2)

3
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d. menyajikan dan menyampaikan dokumentasi Gubernur
dan Wakil Gubernur;

. mendokumentasikan dan menyimpanan dokumentasi
Gubernur dan Wakil Gubernur;

f. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyiapan
dokumentasi: Gubermur dan Wakil Gubernur;

g2 melaksanakan pengaturan, penugasan, pengendalian
dan evaluasi petugas dokumentasi Gubernur dan Walkail
Gubernur;

h. melaksanakan Penyusunan kebutuhan, pengajuan
pengadaan dan pemanfaatan sarana dan periengkapan
kerja petugas dokumentasi Gubernur dan Walal

Gubernur:
i. fasilitasi dokumentas: Gubernmnur dan Wakil Gubernur;
j- melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan

perawatan cendera mata dari tamu pemerintah daerah,
Gubernur dan Wakil Gubernur;

k. menyvusun dokumentasi penghargaan vang diterima oleh
Pemerintah Provinsi: Sumatera Utara;

1. melaksanakan administrasi Subbagian Dokumentasi
Pimpinan;

m. melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala
Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsi Subbagian Dokumentasi Pimpinan:
dan

n. menyusun aporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas dan uraian tugas Subbagian Dokumentasi
Pimpinan.

Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpi punyai

uraian tugas -

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan uraian tugas Subbagian Dokumentasi Pimpinan:

b lak = 3 rdinasi, kerja dan & traan
dengan jajaran Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
dan/atau satuan pelay 1ai wya dal ranglka

memperiancar dan meningkatkan kinerja pelaksanaan
tugas Subbagian Dokumentasi Pimpinan;

c. lak kan p distribusian kepada pelaksanac

d. 1al $53 bimbingan, p b pengembangan,
evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana:

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan terkait dengan
tugas dan uraian tugas Subbagian Dokumentasi
Pimpinan; dan

f. melaporkan dan mempertanggungia bk pelak w@aan
tugas dan uraian tugas Subbagian Dokumentasi

Paragraf 3
Bagian Protokol
Pasal 121
Bagian Protokol merupalkan sSataan pelaksana Biro
Administrasi Pimpinan dalam pPerumusan kebijakan,
pelaksanaan, monitoring, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan Keprotokolan pimpinan.
Bagian Protokol mempunyai tugas dalam perumusan
kebijakan, pelaksanaan, monitoring, pemantauan,
pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan keprotokolan
pimpinan, yvang dipimpin oleh scorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Biro Administrasi Pimpinan.
Bagian Protokol, menyvelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan keprotokolan
pimpinan:
b. pengolahan dan penyajian perumusan kebijakan
keprotokolan pimpinan;

. perumusan kebijakan koordinasi keprotokolan
pimpinan;

d. pelaksanaan koordinasi keprotokolan pimpinan;

e. penyvelenggaraan keprotokolan pimpinan:

f. pelaksanaan monitoring, pemantauan dan cvaluasi
keprotokolan pimpinan;
2- pembinaan keprotokolan pada Perangkat Daecrah:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan,
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
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Document AJ(Op?ted 16/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22



Cindy Fadila - Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pegawai

=)

(3)

(1)

2)

2)
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k. pemberian dukungan pelayanan tarmn utara
Pemerintah Dacrah;

1. pengoordinasian penyerahan cendera mata Pemerintah
Dacrak;

m. pelaksanaan bimbingan teknis keprotokolan kepada
Perangkat Dacrah;

n. fasilitasi bambingan teknis keprotokolan kepada
Pemerintah Kabupaten / Kota:

o. penjadwalan, pencatatan, koordinasi, pengendalian dan
pelaksanaan acara pimpinan;

. pelaksanaan koordinasi penyviapan materi komunilcasi
pimpinan:

q. pelaksanaan koordinasi keprotokolan antar instansif
lembaga pemerintah fswasta:

r. pelaksanaan administrasi Bagian Protolkol;

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Administrasi Pimpinan terkait dengan tuagas dan fungsi
Bagian Protokol: dan

. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi Bagian Protokol.

Kepala Bagian Protokol, mempunyai uraian magas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanasan tugas
dan flungsi Bagian Protokol:

b. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Biro Administrasi Pimpinan dan/atauan
satuan pelalksana lainnya dalam rangkas memperlancar
dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian
Protokal;

. melaksanakan pendistribusian tagas kepada Kepala
Subbagian;

d. melaksanakan bimbingan. pembinaan. pengembangan.,
cvaluasi dan penilaian Kinerja pelaksana;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Biro Administrasi Pimpinan terkait dengan tuagas damn
fungsi Bagian Protokol; dan

g. melaporkan dan mempertangpungjawablkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Bagian Protokol.

Untuk melaksanakan rtugas, fungsi dan wuraian tagas

sehagaimana dimaksud pada ayat (2), ayvat (3) dan avat (<),

Kepala Bagian Protokol dibantu:

a. Subbagian Acara;

b. Subbagian Tami;

c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

Pasal 122
Subbagian Acara merupakan satuan pelayanan  Biro
Administrasi Pimpinarn dalam Perlmiysan kebijalkan,
pelaksanaan, monitoring, pemantavan, pengendalian dan
evaluasi penyvelenggaraan acara pimpinan.
Subbagian Acara mempunyai nIEas melaksanakan
Peruamussan kebijakan, pelaksanaan, monitoring,
Ppemantauan, pengendalian dan evaluasi penvelenggaraan
acara pPimpirar, yang dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yvang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Protokol.
Subbagian Acara, mempunyai uraian tugas:
a. mengumpullkan bahan acara pimpinan;
b. mengolah dan menyvajikan acara pimpinan;
c. mermumuskan koordinasi acara pimpinan;
d. melaksanakan koordinasi dan pengamuran/penugasan
terkait dengan acara pimpirnarn;
e. menyelenggarakan Acara pimpinan;
f. melaksanakan monitornng, pemantauan dan evaluas:
pelaksanaan Acara pimpinan:
2. menvelenggarakan perjalanan dinas dalam dan uaar
negeri Gubernur dan Wakil Gubernur serta pendamping
termasuk proses izin dari Kementrian Dalam Negeri;

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
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)

h. penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan huar negeri
Gubernur dan Wakil Gubernur serta pendamping:

i. penyelenggaraan pengurusan peralanan dinas luar
negeri Aparatur Sipil Negara:

3. penyelenggaraan pelayanan tamu utama Pemerintah
Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur;

k. pemberian dukungan pelayanan tamua utama
Pemerintah Daerah;

1. pengoordinasian penverahan cendera mata Pemerintah

1ak aan bimbi 1 teknis keprotokolan kepada
Perangkat Daerah:

n. fasilitasi bimbingan teknis keprotokolan kepada
Pemerintah Kabupaten /Kota:

o. penjadwalan, pencatatan, koordinasi, pengendalian dan

P acara p P

P- pelak koord: i penyviapan materi komunikasi
pimpinan;

q. pelal koordi i keprotokol antar instansi/
lembaga pemerintah/swasta;

r. pelaksanaan administrasi B ian Protokol;

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro
Administrasi Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi
Bagian Protokol; dan

t. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan fungsi Bagian Protokol.

Kepala Bagian Pr memp yai L i tugas -

a. impi dan =S odi ikan pelaksanaa tugas
dan fungsi Bagian Protokol:

b. laks 3 * rdinasi, kena dan k itraan
dengan jajaran Biro Administrasi Pimpinan dan/atau
satuan pelak lai 'V dal gk perl
dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian
Protokol;

= & B P i ibusi tugas kepada Kepala
Subbagian;

d. 1al 3 bimbingan, pembi pengembangan,

evaluasi dan penilaian kinerja pelal
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Biro Administrasi Pimpi terkait dengan tugas dan
fungsi Bagian Protokol; dan
g- melaporkan dan pertanggungja b pclak

tugas dan fungsi Bagian Prowokol.
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wuraian tugas
sebagaim di ¥ d pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),
Kepala Bagian Protokol dibantu:
a. Subbagian Acara;
b. Subbagian Tamu;
c. Subbagian Hubungan Keprotokolan.

Pasal 122

(1) Subbagian Acara merupakan satuan pelayanan Biro

Administrasi Pimpinan dalam perumusan kebijakan,
pelaksanaan, monitoring, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan acara pimpinar.

(2) Subbagian Acara mempunyai tugas melaksanakan

3)

perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring,

pemantauan, pengendalian dan evaluasi penvelenggaraan

acara pimpinan, yang dipimpin olch scorang Kepala

Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Protokol.

Subbagian Acara, mempunyai uraian tugas:

a. mengumpulkan bahan acara pimpinan:

b. mengolah dan menyajikan acara pimpinan;

c. merumuskan koordinasi acara pimpinan;

d. melaksanakan koordinasi dan pengaturan/penugasan
terkait dengan acara pimpinan;

e. menyelenggarakan Acara pimpinan;

f. laks k. m i ing, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Acara pimpinan;

2. menyelenggarakan perjalanan dinas dalam dan haar
negeri Gubernur dan Wakil Gubernur serta pendamping
termasuk proses izin dari Kementrian Dalam Negeri;

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
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h.

3

k.
58

melaksanakan pengurusan perjalanan dimas huar negeri
Aparatur Sipil Negara:

mengomunikasilkan acara i i e . perangkat
dacrah dan pihak terkait;

melaksanakan penjadwalan, pencatatan, koordinas:,
pengendalian dan pelaksanaan acara pimpinan:
melaksanakan administrasi: Subbagian Acara;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol terkait dengan tugas dan uraian tugas
Subbagian Acara; dan

m. menyusun aporan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas dan uraian tugas Subbagian Acara.

{4) Kepala Subbagian Acara, punyai urai agas -

b.

i in dan 152 i ikan pelaksanaan tugas
dan uraian tugas Subbagian Acara:
melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Bagian Protokol dan/atau satuaan
pelayanan lainnya dalam rangka memperliancar dan
meningkatkan kinerja pelaksanaan tagas Subbagian
Acara;
melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana:
melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian kKinerja pelaksana;
melaksanakan tugas Ilain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol terkair dengan tugas dan uraian tugas
Subbagian Acara; dan
melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan
tugas dan uraian tugas Subbagian Acars.

Pa=sal 123

(1) Subbagian Tamu merupakan satuan pelayanan Biro

Administrasi Pimpa dal P berian dukungan
pelay P 3 h Dx mh dan Pimpinan.
{(2) Subbagian T P vai ugas melaksanakan
Ppembernian duk gan pelay Pemernntah
D h dan Pimpi n, yvang dipimpin oleh scorang Kepala

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jJawab kepada Kepala Bagian Protokol.
(3) Subbagian T: unyai urai Ttugas:

a.

b.

ko

e ulkan d dan T i terkait dengan Tamu
Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah dan Pimpinan:
mengolah dan venjik d dan inf i terkait
dengan Tamu Pemerintahan Pusat, P i h Dx ah
dan Pimpinan;
merumuskan bentuk pemberian dukungan terhadap
pelayanan Tarra Pemerintahan Pusat, Pemerintah
Daerah dan Pimpinan:

Lea & 07 1 dinasi pel Pemerintahan
Pusat, Pemerintah Daerah dan Pimpinan:
1al loes itoring, pemantauan dan cvaluasi

pemberian dukungan pelayanan Tamu Pemerintahan
Pusat, Pemerintah Daerah dan Pimpinan;
melaksanakan dukungan dan pendampingan terhadap
pelayanan Tamu Pemerintahan Pusart, Pemerintah
Daerah dan Pimpinan;
melaksanakan penjadwalan, pencatatan, koordinasi,
pengendalian dan pelaksanaan pemberian dukungan
pelayanan Tamu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daecrah
dan Pimpinan:
melaksanakan koordinas: penerimaan Tamu utama
Pemerintah Daerah dan Pimpinan antar instansi/
lembaga p rintah/ a

laksanak dministrasi Subbagian Tamu:
melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol terkait dengan tugas dan uraian tugas
Subbagian Tamu; dan
menyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas dan uraian tugas Subbagian Tamu.

(4) Kepala Subb i Tamua, punyai uraian tugas -

b.
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memaimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tuagas
dan uraian rugas Subbagian Tamu:

melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Bagian Protokol dan/fatau satuan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
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pelayanan lainnya dalam rangka memperiancar dan
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian
Tamu;

melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;

d. melak 3 bimbi P bi pengemb n
evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol terkait dengan tugas dan uraian tugas
Subbagian Tamu; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawablaan
pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian Tamu.

Pasal 124
(1) Subbagian Hubungar Kepr kolan merupakan satuan
pelayanan Biro Administrasi Pimpinan dalam

penyelenggaraan hubungan keprotokolan pimpinan.

{2) Subbagian Hubungan Keprotokolan mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan hubungan keprotokolan
pimpinan, yang dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Protokol.

{3) Subbagian Hubungan Keprotokolan, mempunyai uraian
tugas:

a.

b.

mengumpulkan data dan informasi terkait dengan
hubungan dan komunikasi keprotokolan pimpinan;
mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait
dengan hubungan dan komunikasi keprotokolan
pimpinan;

melaksanakan komunikasi dengan Pemerintah Pusart,
Pemerintah Dacrah dan pihak terkait dalam rangka

sink isasi har i dan pengembangan
kepr lan pimpi
P L kegi koordinasi dan pengembangan

kegiatan kepro 1 i dal lingkup
H 1 3 g 1. 4 tik /lokal dan
dan evaluasi

2
nter

hubungan kepr I
iak 1 binaan hubungan keprotokolan

pimpinan pada Perangkat Daerah;

melaksanakan fasilitasi hubungan keprotokolan
pimpinan;

melaksanakan bimbingan teknis hubungan
kepr )| pimpi kepada Perangkat Daerah;
fasilitasi bimbingan teknis hubungan keprotokolan
pimpinan kepada Pemerintah Kabug /Kota:
melaksanakan penjadwal P koordinasi,

pengendalian dan pelaksanaan hubungan keprotokolan
pimpinan;

meinksanakan koordinasi hubungan keprotokolan
pimpinan antar instansi/l baga p inta/ a;
melaksanakan administrasi Subbagian Hubungan
Keprotokolan;

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Bagian Protokol terkait dengan tugas dan uraian tugas
Subbagian Hubungan Keprotokolan: dan

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan uraian tugas Subbagian Hubungan
Keprotokolan.

{4) Kepala Subbagian Hubungan Keprotokolan, mempunyvai
uraian tugas :

b.
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memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
dan uraian tugas Subbagian Hubungan Keprotokolan:
melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
dengan jajaran Bagian Protokol dan/atau satuan
pelayvanan lainnya dalam rangka memperiancar dan
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Subbagian
Hubungan Keprotokolan;

melaksanakan pendistribusian tugas kepada pelaksana;
melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan,
evaluasi dan penilaian kinerja pelaksana:

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
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e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Protokol terkait dengan tugas dan uraian tugas

Subbagian Hubungan Keprotokolan; dan

f. melaporkan dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan uraian tugas Subbagian

Hubungan Keprotokolan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri
Sipil Di Linkungan Pemerintan Provinsi Sumatera Utara

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :
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PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan

Menteri;

. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020, hal
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan

Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/475/Keuda
tanggal 29 Januari 2021, hal Pemberian Persetujuan Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
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Bagian Kedua
SKP Bulanan
Pasal 9

Penyusunan SKP Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

1

(2)

(3)

(4

5

(6

SKP bulanan disusun bersamaan dengan penyusunan SKP
tahunan.

SKP bulanan merupakan pembagian uraian tugas jabatan dan
target dari SKP tahunan selama 12 (dua belas) bulan.

pembagian jumlah target SKP tahunan menjadi SKP bulanan
tidak harus dibagi rata setiap bulan tetapi menurut jumlah
bulan pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan.

SKP bulanan mendapat persetujuan Pejabat Penilai.

format SKP bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Laporan Harian
Pasal 10

Setiap PNS dan CPNS wajib melaporkan pelaksanaan tugas
kedinasan pada hari kerja dan atau pelaksanaan tugas
kedinasan di luar hari kerja kepada Pejabat Penilai.
Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelaksanaan tugas kedinasan dalam satu hari dalam rangka
merealisasikan SKP bulanan.
Laporan harian untuk satu kegiatan terdiri dari kolom jenis
kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, tanggal dan waktu
pelaksanaan dan dapat disertai dengan bukti pendukung berupa
file gambar atau file dokumen lain.
Pembuatan laporan harian dilaksanakan dengan menggunakan
aplikasi SKP Online.

= b =
Besaran pengurangan akibat tidak membuat laporan harian
sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap harinya dari Nilai
SKP.

Nilai SKP tidak dikurangi bagi PNS dan CPNS yang tidak
membuat laporan harian dengan alasan sakit, izin dan cuti

sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1) Pejabat penilai menggunakan laporan harian sebagai alat untuk

mengawasi kinerja bawahan baik dari segi kuantitas maupun
kualitas pelaksanaan SKP.

(2) Pejabat penilai dapat membatalkan laporan harian jika
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bawahannya tidak melaksanakan tugas tersebut.
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